BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2 /=/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47
Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu
Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, Kepala Daerah dapat
menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan
kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan
kuku pada daerah masing-masing;

. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

S500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan
Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Food and Mouth
Disease) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit
Mulut dan Kuku di Daerah, maka perlu Penetapan Status
Darurat Bencana Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten
Tabalong;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4723};

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
130);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana Dalam

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015
tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 03);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Keputusan Menteri Pertanian No.405/KPTS/OT.050
/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (Task Force)
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth
Disease);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022
tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah;




4. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor
01/SE/PK/300/M/5/2022 tentang Pengendalian Dan
Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada
Ternak;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan
Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Food and Mouth
Disease);

6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut
dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Pengananan Penyakit Mulut dan Kuku;

7. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut
dan Kuku Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol
Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :  Menetapkan Status Darurat Bencana Penyakit Mulut dan
Kuku Di Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Perangkat Daerah yang terkait dalam penanggulangan
bencana untuk mengambil langkah-langkah penanganan dan
pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku secara cepat, tepat,

| terpadu dan koordinatif sesuai standar dan prosedur yang
telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
: dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong serta sumber pendanaan lainya
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2022.
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /" 77 UST 2022 .
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Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
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Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Komandan Komando Distrik Militer 1008 Tabalong di Tanjung.
Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.

Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung.




